DAFTAR PUSTAKA

Abdullah dkk, 2016. “Pengaruh penerimaan Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan Dana Bagi Hasil Migas terhadap Belanja Modal serta
dampaknya pada  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di
Aceh”,Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala,
Vol 5, No.2

Alfasadun dan Pancawati Hardiningsih. 2017. “Karakteristis daerah terhadap
Belanja Modal dengan Pemoderasi Pertumbuhan Ekonomi”, Jurnal
Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol 6 (1)

Aditiya, Nanda yoga dan Novi Dirgantari, 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015”, Jurnal
Kompartemen, Vol 15 (1)

Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas
pengeluaran pemerintah terhadao pembangunan daerah di provinsi nusa
tenggara timur. Jurnal Litbang NTT, IV-03.

Cahyaning, Sri. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Petumbuhan
Ekonomi sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015 ", Jurnal limu Ekonomi Terapan,
Vol 3 (1)

Donaldson dan Davis.1991. “Stewardship Theory or Agency Theory : CEO
governance and Shareholder Returns”, Journal of Management The
University of New South Wales Australia, VVol.16 (1)

Ginting, Rahmi.2017. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja
Modal ”, Jurnal JOM Fekon, Vol.4 (2)

Kementrian Kesehatan, Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2016.
http://lwww.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES PRO
VINSI_2016/34_Papua_2016 (diakses tanggal 17 Oktober 2018)

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah.
Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.


http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/34_Papua_2016
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/34_Papua_2016

Imam Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
23. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Junaedy,2015. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana
Bagi hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah
Terhadap Belanja Modal”, Jurnal Manajemen dan Akuntansi Future, Vol
2(2)

Juniawan, Made Ari dan Ni Putu Santi Suryantini. 2018. “Pengaruh PAD, DAU,
DAK terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”, e-Jurnal
Manajemen Universitas Udayana, Vol 7 (3)

Kabar Papua.co. 2017. “Pemerintah Papua Diharapkan Tak Lagi Andalkan Dana
Perimbangan”.  https://kabarpapua.co/pemerintah-papua-diharapkan-
tak-lagi-andalkan-dana-perimbangan/ (diakses tanggal 8 Februari 2019)

Kabupaten Pegunungan Bintang, 2017.
http://www.pegbintangkab.go.id/menu/dg/ekonomi (diakses tanggal 7
Februari 2019)

Kasdy dkk. 2018.”Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SiLPA terhadap belanja
modal dan implikasinta pada realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan
Kabupaten/Kota di Indonesia”. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam,

Vol 4 (1)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316.(diakses  tanggal 15
Oktober 2018)

Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2012. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan
Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah
terhadap Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi, Vol. 15

Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Dana Otonomi Khusus


https://kabarpapua.co/pemerintah-papua-diharapkan-
https://kabarpapua.co/pemerintah-papua-diharapkan-
http://www.pegbintangkab.go.id/menu/dq/ekonomi

Lembaran Negara Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mentayani, Ida dan Rusmanto.2013. “Pengaruh PAD,DAU, dan SiLPA terhadap
belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Pulau Kalimantan”. Jurnal
InFestasi, Vol 9 (2)

Murlina, Mira.2016.”Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran, Dana Bagi Hasil dan Luas Wilayah terhadap
belanja modal Pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau Tahun 2009-
2013”.Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji

Ndede dkk, 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado”,
Jurnal Berkala lIlmiah Efisiensi, Vol 16 (3)

Ningsasra, Yanggi. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana ALokasi
Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”, e-Jurnal
universitas Negeri Padang, Vol 4 (1)

Nufus, Hayatun dan Jhon Andra Asmara.2017. “Pengaruh Pendapatan Sendiri dan
dana Perimbangan dengan Dana Otonomi Khusus sebagai variable
Pemoderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh” Jurnal IImiah
Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol.2 (3)

Nugroho,Yanuar. 2018. Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan
Tatakelola. http://ksp.go.id/tantangan-kesehatan-papua-alam-manusia-
dan-tatakelola/ (Diakses tanggal 7 Februari 2019)

Nurlaela dkk. 2018. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah dan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran terhadap pengalokasian Belanja Modal ”. Journal
e-JRA FEB Universitas Islam Malang. Vol.7 (11)


http://ksp.go.id/tantangan-kesehatan-papua-alam-manusia-
http://ksp.go.id/tantangan-kesehatan-papua-alam-manusia-

Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Kementrian Keuangan.
2017. Kajian  SIiLPA, http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-
view.asp?id=20170616145023475559543

Raini dkk, 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana ALokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (studi
empiris pada Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2009-2014)”, e-proceeding of
Management,Vol 4 (2)

Rivai, Rahmawati. A. 2017. “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja
Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Tengah ”. e-Jurnal Katalogis, Vol 5 (7)

Sari, Desak Made Mya Yudia dan Dewa Gede Wirama. 2018. “Pengaruh PAD, DAU
Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita
Sebagai Pemoderasi «, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 22 (3)

Simamora, Sihar.2014.”Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Penerimaan
dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap belanja daerah : Dalam
Perspektif Teoritis”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 14 (2)

Sekaran, Uma & Roger Bougie. 2013. Research Methods For Business : A SKill
Building Approach Sixth Edition. United Kingdom : John Wiey & Sons Ltd

Sholikhah, Imroatus dan Agus Wahyudin.2014. “Analisis Belanja Modal Pada
Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa "Accounting Analysis Journal,Vol 3

(4)

Sugiarthi, NI Putu Dewi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi. 2014. “Pengaruh PAD,
DAU, dan SiLPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi
sebagai Pemoderasi”, E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 7(2)

Syaiful. Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal
pada kaidah akuntansi pemerintahan.
http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf (diakses 9 oktober 2018)

Tempo.Co.2018.https://nasional.tempo.co/read/1102254/dana-otonomi-khusus-
dan- keistimewaan-untuk-perkuat-desentralisasi/full&view=0k (diakses
25 jan 2019)

Tuasikal, Askam. 2008. “Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Belanja Modal
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”, Jurnal Telaah dan
Riset Akuntansi, Vol 1(2)


http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-
http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-
http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf
https://nasional.tempo.co/read/1102254/dana-otonomi-khusus-%09dan-%09keistimewaan-untuk-perkuat-desentralisasi/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1102254/dana-otonomi-khusus-%09dan-%09keistimewaan-untuk-perkuat-desentralisasi/full&view=ok

Wendira, Arbie Gugus. 2013. “Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap
Pengalokasian Belanja Modal ”, Accounting Analysis Journal, Vol 2(1)

Widiasih, Ni Nyoman dan Gayatri. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 18 (3)

Yawa, Herman dan Treesje Runtu. 2015. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Di Kota
Manado”, Jurnal Berkala lImiah Efisiensi, Vol 15 (4)

Yewun, Marius Freson.2018. https://www.antaranews.com/berita/770263/ kabupaten
-jayawijaya- terima -rpl17-miliar-dana-otsus-per-tahun, (diakses 24 Januari
2019)


https://www.antaranews.com/berita/770263/%20kabupaten%20%09-
https://www.antaranews.com/berita/770263/%20kabupaten%20%09-

